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ABSTRAK   

Pendidikan adalah salah satu urusan pemerintahan yang menjadi 

urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Pendidikan adalah urusan 
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam urusan 

pemerintahan konkuren.Sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar, daerah memiliki kewajiban untuk memprioritaskan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan. 

Pendidikan menempati, salah satu, skala prioritas paling tinggi dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan karena Pendidikan adalah salah satu 
hak asasi manusia (HAM) setiap orang. Lebih jauh lagi, sebagai HAM, 

Pendidikan adalah HAM yang bersifat pemberdayaan untuk fungsionalitas 

HAM yang lain (empowerment rights). Dalam pengertian demikian maka 
Pendidikan merupakan prasyarat untuk pelaksanaan jenis-jenis HAM yang 

lain. Dengan demikian tidak sulit menyimpulkan bahwa Pendidikan memiliki 

makna sangat penting yang konsisten dengan tujuan negara untuk 

mencerdaskan kehidupan segenap bangsa. 
Sebagai implikasi dari Pendidikan sebagai HAM maka pemerintah 

memiliki kewajiban-kewajiban untuk mengimplementasikannya. Salah satu 

bentuk implementasi kewajiban pemerintah tersebut dilakukan dengan 
membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan.Dikembalikan kepada hakikat tujuan negara maka pengaturan 

melalui Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan 
Pendidikan adalah bagian dari tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa melalui Pendidikan, di mana secara lebih spesifik lagi hal itu cocok 

atau konsisten dengan status atau predikat Pendidikan sebagai HAM. 
Pengaturan itu sendiri hanyalah sekadar instrumen dalam arti luas, 

mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara dalam arti 

yang lebih sempit, pengaturan ini adalah instrumen dalam rangka 

mengimplementasikan kewajiban-kewajiban pemerintah sebagai implikasi dari 
Pendidikan sebagai HAM.  

Sejak tahun 2009, Kota Salatiga telah membentuk Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Sampai saat ini, 
beberapa materi muatan Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan 

maupun penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, 



 
 

berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, 
diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

yang lebih sesuai dengan perkembangan pengaturan yang ada. 

a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat, Pemerintah 

Daerah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab bersama dalam 

menyelenggarakan Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana demi 

terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, 

berilmu, dan kreatif serta membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan pembagian urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Pendidikan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan; 

 

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 

dan Jawa Barat; 

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun1992 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II 

Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 



 
 

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama 

dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4769);  

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);  

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);  

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor194, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137); 

- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2); 

- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 

2016 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9); 

 

2. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :  

1. BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 1 (satu) Pasal 
2. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ORANGTUA, MASYARAKAT, 

PEMERINTAH DAERAH, DAN PESERTA DIDIK  terdiri dari 7 (tujuh) 

Pasal dan 4 (empat) Bagian,  
3. BAB III PENERIMAAN PESERTA DIDIK terdiri dari 1 (satu). 



 
 

4. BAB IV JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN terdiri dari 16 
(enambelas) Pasal dan 7 (tujuh) Bagian. 

5. BAB V WAJIB BELAJAR terdiri dari 5 (lima) Pasal, dan 3 (tiga) 

Bagian. 
6. BAB VI PROSES PENDIDIKAN terdiri dari 6 (enam) Pasal, dan 6 

(enam) Bagian. 

7. BAB VII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN terdiri dari 15 

(limabelas) Pasal dan 9 (Sembilan) Bagian.  
8. BAB VIII PENDANAAN PENDIDIKAN terdiri dari 10 (sepuluh) Pasal 

dan 5 (lima) Bagian. 

9. BAB IX KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN terdiri dari 7 (tujuh) Pasal 
dan 2 (dua) Bagan. 

10. BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN terdiri dari 4 (emapt) Pasal dan 4 (emapt)  Bagian. 
11. BAB XI PENJAMINAN MUTU terdiri dari 3 (tiga) Pasal. 

12. BAB XII PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PENUTUPAN DAN 

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN terdiri dari 5 (lima) 

Pasal, 4 (empat) Bagian. 

13. BAB XIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA 
ASING terdiri dari 1 (satu) Pasal. 

14. BAB XIV KERJASAMA PENDIDIKAN terdiri dari 1 (satu) Pasal. 

15. BAB XV  PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN 

SATUAN PENDIDIKAN terdiri dari 4 (empat) Pasal. 
16. BAB XVI PENGAWASAN terdiri dari 1 (satu) Pasal. 

17. BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN terdiri dari 1 (satu) Pasal. 

18. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 3 (tiga) Pasal. 
Pasal 90 Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah 

ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung 

sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. 
Pasal 91 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 

Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Salatiga 
Tahun 2009 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

Pasal 92 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

 CATATAN   -    Perda ini berlaku mulai tanggal 27 Agustus 2018 

- Perda ini diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2018 

- LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 

14, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI 

JAWA TENGAH: (14/2018) 

- TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 14 



 
 

 

 


